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BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan
pembahasan bersama Kepala Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

mendapatkan persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi  Pemerintah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);



16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2019 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2018 Nomor 08);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2019 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20109.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tapin.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tapin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan relisasinya dalam dalam
satu periode pelaporan.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan Daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan Daerah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas

pada tanggal tertentu.



17.

18.

19.

20.

21.

(1)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi Pemerintah Daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah
Daerah.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
kas sehubungan dengan aktifitas operasi, investasi, pendanaan
dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama
periode tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah pejelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi

anggaran, neraca dan Laporan Arus Kas.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 2
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dberupa laporan

keuangan yang memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
C. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.



(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan

Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 3
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan = ... Rp1.439.269.303.254,09
b. belanja @ . Rp976.204.435.064,43
c. transfer Rp176.938.549.626,00
surplus/(defisit) ......coceiiiiniain. Rp286.126.318.563,66
d. pembiayaan
- penerimaan ....ceeeeiiiiiiiinenn... Rp94.162.631.806,61
- pengeluaran ... Rp1.132.400.000,00
pembiayaan netto........................ Rp93.030.231.806,61
Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 adalah sebagai berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp240.854.048.138,76 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan setelah Rp1.198.415.255.115,33
perubahan
2. realisasi Rp1.439.269.303.254,09
selisih lebih/(kurang) Rp240.854.048.138,76
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

(Rp138.217.007.998,57) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah Rp1.114.421.443.063,00
perubahan
2. realisasi Rp976.204.435.064,43

selisih lebih/(kurang) Rp(138.217.007.998,57)
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selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah

(Rp164.494.232,94) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran transfer setelah Rp177.103.043.858,94
perubahan

2. realisasi Rp176.938.549.626,00

selisih lebih/(kurang) Rp(164.494.232,94)

selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp379.235.550.370,27 dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah Rp(93.109.231.806,61)
perubahan
2. realisasi Rp286.126.318.563,66
selisih lebih/(kurang) Rp379.235.550.370,27

selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah (Rp105.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan Rp94.267.631.806,61
pembiayaan setelah perubahan
2. realisasi Rp94.162.631.806,61
selisih lebih/(kurang) Rp(105.000.000,00)

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah (Rp26.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran Rp1.158.400.000,00
pembiayaan setelah perubahan

2. realisasi Rp1.132.400.000,00

selisih lebih/(kurang) Rp(26.000.000,00)

selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp79.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto Rp93.109.231.806,61
Setelah perubahan
2. realisasi Rp93.030.231.806,61
selisih lebih/(kurang) Rp(79.000.000,00)
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Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31

Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp2.341.388.821.589,03

b. jumlah kewajiban Rp75.901.692.552,44

c. jumlah ekuitas Rp2.265.487.129.036,59
Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2019 adalah sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 Januari 2019 Rp80.942.088.605,11

b. arus kas bersih dari aktivitas Rp528.523.296.761,09
operasi

c. arus kas bersih dari aktivitas Rp(242.396.978.197,43)
non keuangan

d. arus kas bersih dari aktivitas Rp(79.000.000,00)
pembiayaan

e. arus kas bersih dari aktivitas Rp0,00
non anggaran

f.  saldo akhir kas di Bendahara Rp0,00
Pengeluaran

g. saldo akhir kas di Bendahara Rp0,00
Penerimaan

h. saldo akhir kas di Badan Layanan Rp14.005.108.780,19
Umum Daerah (BLUD)

i.  saldo akhir kas di Bendahara Rp1.268.006.934,00
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP)

j-  saldo akhir kas di Bendahara Rp6.653.577.588,00

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
k. saldo akhir kas Rp379.156.550.370,27
per 31 Desember 2019
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Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri

dari:

a. LampiranI

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. LampiranV
f.  Lampiran VI

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;
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Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
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Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik

Daerah/Perusahaan

Daerah.

Pasal 9

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) terdiri Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Agustus 2020

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN
Diundangkan di Rantau

pada tanggal 05 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 03

AD'RAMADHAN, S.H.
. = p ? Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (3-31/2020)



